WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR {-A TAHUN Q015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Menteri Pertanian | Nomor
130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidij Sektor

Pertanian di Kota Surakarta Tahim Anggaran 2915;

1. Undang-Undang Nomor 163Tahun 1950 ’jcentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar% Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa ’Ij‘engah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogﬂrakarta
(Berita Negara Republik Iridonesia Tahuh 1950
Nomor 45); | |

2. Undang-Un Hang...




2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, &entang
Hortikultura  (Lembaran  Negara Réapublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tanjlbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia iNomor
5170);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jtentang
Pembentukan Peraturan Pemndang—unéiangan
(Lembaran Negara Repuink Indonesia iTahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran %Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); i

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Reublik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Dan  Pemberdayaan  Petani
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 131, Tambaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Républik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarpbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia %Nomor
5587) sebagaimana telagh diubah jdengan
Peraturan Pemerintah Pengéanti Undang-undang
No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No 23 Tahun 2014 éentang
Pemerintah Daerah (Lembaljran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 No}nor 246, Tambahan
Lembaran Negara RepuBlik Indonesiz;Nomor
5589);

7. Peraturan...




10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahuril 2001
tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Ler}nbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Républik

Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nori'lor 38 Tahurfl 2007
tentang Pembangian Uﬁlsan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan baerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia | Nomor
4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai
Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011tentang perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang

Dlam Pengawasan;

Peraturan Daerah Kota surakarta Nomor 4
Tahun 2008 tentang Penj/elenggaraan pmsan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daera}jl Kota
surakarta Tahun 2008 Nomor 4); i

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk
Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah;

MEMUTUSKAN:...




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Kota adalah Kota Surakarta.

Walikota adalah Walikota Surakarta.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau
tidak langsung.

Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia,
fisika, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik
pembuat pupuk.

Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati,
kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah or1ganik
lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair
dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ étau mikroba,| yang
bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik
tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai
dengan status hara tanah dan kebutuhan tanarﬂan untuk meﬁcapai

produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang penggdaan
dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk

kebutuhan kelompoktani dan/atau petani di sektor pertanian.

9. Subsidi...




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan

volume penjualan pupuk.

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk
Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan lilsulan
dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertar;ian di
Kabupaten/Kota.
Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkét HET adalah harga
Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelomf)ok tani di Penyalur

Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak
dan budidaya ikan dan/atau udang.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan
dan/atau keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya
tanaman perkebunan rakyat.

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya
tanaman hijauan pakan ternak.

Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara
Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk
budidaya ikan atau udang. ;
Penyalur di Lini IIl adalah Distributor sesuai ketentuan Pergturan
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran 3Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Penyalur Lini IV adalah Penyalur Resmi sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan
kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk

bekerjasama meningkatkan produktivitas ~ usahatani dan

kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani

secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan

oleh...




21.

22.

(1)

(2)

(1)

6

oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. |

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disjingkat
RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan plipuk bersubsidji yang
disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani% yang
diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikaﬁ atau

udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemubukan
| |

|

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya diﬁingkat

berimbang spesifik lokasi.
KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan
pupuk dan pestisida yang dibentuk Gubernur untuk tingkat Pf'ovinsi
dan dibentuk Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. |
BAB 1I
JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik
yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Urea, SP - 36, ZA dan NPK.
BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak dan

Pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan paling
|

luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga Petani kecuali

Pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk...
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(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itidak

diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikujltura,

perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. |
Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran
Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan
alokasi Pupuk Bersubsidi Kota Tahun Anggaran 2014 yaitu : Urea 40
ton; SP36 30 ton ; ZA 50 ton; NPK 25 ton; Organik éO cEon.

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per

Kecamatan adalah:

KECAMATAN UREA SP36 ZA NPK | ORGANIK
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton)

Banjarsari

28 20 30 16 30
Laweyan

11 9 19 8 19
Jebres

1 1 1 1 1
Jumlah

40 30 50 25 50

Pasal 5
(1) Dalam hal kebutuhan terjadi kekurangan Pupuk Bersiubsidi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di suatu wilayah kecamatan

dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.

(2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta ditetapkan

lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta.

Pagal 6...




Pasal 6

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota Surakarta pada bulan
berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi puﬁuk di
wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa ajlokasi

sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke
Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di
Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai
berikut:

a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani,
Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan dan dibuktikan dengan
catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani, Petambak

dan/atau Kelompok Tani;
b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ;huruf

a memperhatikan kebutuhan Petani Petambak dan/atau KelQmpok

Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

BAB V...




BAB V

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi
sesuai HET.

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,-/ kg;
b. Pupuk SP- 36 = Rp. 2.000,-/ kg;
c. PupukZA = Rp. 1.400,-/ kg;
d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- / kg;

e. Pupuk Organik Rp. 500,- / kg.

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak,
Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = 50 kg;

b. Pupuk SP- 36 = 50 kg;
c. PupukZA = 50 kg;
d. Pupuk NPK = 50 kg
e. Pupuk Organik = 40 kg

Pasal 9

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak

mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam pengawasan

Pasal 10...
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Pasal 10
Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor dan Perjlyalur
di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutthhkan

Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penyaluran Pupuk Bersubsidi
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagéngan
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian.
BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

KPPP Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran,

penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
Pasal 13

KPPP Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan

pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan...
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Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota sesuai dengan tugasnya,

(2) Alokasi Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
di Kota dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan untuk Tahun

Anggaran 2015.
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundéngan
Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota

Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Jawvar 2015

WALIKOTA SURAKARTA, #.
FX. HADI RUDYATMO / ,F
PN
Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 3 Janvari 201
S j ETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 20'%% NOMOR % ¢




